BUPATI SITUBONDO

PERATIIRAN
RUPATI SITUBOND{O
NOMOR 02 TAHIIN 2010

TENFANG

FPERUBAHAN ATAS FERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 29 TAHUN 2009
TENTANG FEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN MODAL KERJA PROGRAM
PENYANGGA GABAH, LUMBUNG PANGAN, SISTEM TUNDA JUAL,
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECIL, DAN KELEMBAGAAN USAHA
RAG] KELOMPOK PANGAN M KABUPATEN SITUBONIMY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SYTT/RONIN),

Menimbang : a  bahwa gmma membanty perkuatan modal kerja sebugai  upaya
pemberdsyaan masyamkat  dalam  penanggulangan  kemiskinan,
Pemerintah Craerah memberikan stimulan dalam bentuk Bantuan Modal
Ketja ;

b. hehwa Peraturan Bupati Simbondo Nomor 29 Tahun 2009 fentanp
Pedoman Penpelolaan Ramtuan Modal Kerja Program Penyangga Crabah,
Lumbung 1'angan, Sistem Tunda Jual, Pemngkatan Pendapatan Petani
Kecil. dan Kelembagaan Usaha Bagi Kelompek Pangan di Kabupaien
Sriubondoe tidak sesuai tagi sehingua perlu diubab ;

¢, bahwa guns maksex] schagaimang tersebut huruf & den b konstderan ind,
dipandang perlu menetapkan Perubahan Alas Peraturan Bupali Situbondo
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Modal
Kerja Program Penyangpa Gabah, Lumbung Pangan, Sistetn Tunda Jual,
Peningkatan Pendaputan Petuni Kecil, dan Kclembagaan Usaha Bagi
Kelompok Pangan di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undangtindang Nomor 12 Tabun 1950 lentang Pembentukan
Dacrall- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timuor
{Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1930, Nomor 14,
Tambahun Lembaran Megara Republik Indoncsia Nomor 9 ) ;

2. Undanp-tndang Nomor 17 Tahun 2003 fentang Kevangan Negara
{l.embharan Negera Republik Indopesiz Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lcmbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomar 4286 ) ;

3.  Undang-Undang Nomaor 1 Tahum 204 tentang Perbendahuraan Negara
{Lembarat Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 5. Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. lindanp-Tindang Nomaor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraburan
Perundang—umdangen (J.embaran Negara Republik Indvmesia Tahun
2004 Momor 53, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesis
Momor 438403 ;



10.

1.

12.

14.

15.

16,

1.

Undang-1Indang Momor 15 Tahun 2004 temtang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Taweb Keuangan Negara (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tabwn 2004 Nomeor ©6, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4400 )

Undang-Undang Nemor 32 Tabun 2004 tentang Pemerimahan Daerah
{lemburan Negira Republik Indonesia Tahua 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tefah
diubah dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atss Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 wniang Pemerintahan
Diaerah {T.embaran Newara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tarmbahan Lembaran Wegam Kepublik Tndonesia Nomor 4844)
Undang-Undang Namor 33 Tohun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan MNaerah {(Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintth Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan
Nama dan Pemindshan Tempat Kadudukan Pemerintah Daerah
Kabupaten [anarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 1972
HNomor 38) ;

Peraturan Pemerintzh Nomor 24 Tahon 2(05 tentang Standar Akuntansi
Pemeringahan {Lembaran Megara Republik Indopesia Tahun 20403
Momor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Persluran Pemerintah MNomwor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keiangin Daesah (Lembaran Megara Republik Indenesia Tabun 20605
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia MNomor
4378) .

Peraturan Pemerintah Nomeoc 38 Tahun 2007 tenéang Panbagian Unosan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dasrah Propinsi, dan
Pemerintaitan Daerah Kabupalen/¥ota {Lembaran Megara Republik
Indoncsia Tahun 2007 MNomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737} ;

Perahaat Menteri Dalam Negeri Nemoar 13 Tahun 2006 toatang
edoman Pengelolaan Kceuanpan Dagrah sebagpimana telab diubah
denpgan Peraturan Menteri Lalan Negerd Nomor 59 Tahum 2007 tentang
Perubaban Atas Pecaturan Menteri Dalam Negeri NMornor 13 Tabhun 2006
tentang I'edoman Pengelolaan Kevangan Naerah ;

. Peraturan Menteri Kevangan Nomor 99/PME.05/2{08 tentang Pedoman

Pengeiolaan (¥ana Berpulir pada Kementnian Negara/T.embaga;
Peraturan Daerah Kobupalen Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 (enlang
tInesan Pernerintah Kabupaten Situbondo {Lembaran Daerah Kabupaten
Siubonde Tahun 2008 Nomoer 2);

Peruturun Daerah Kabupaten Situbondo Nomer 4 Tahun 2008 tentang
Susunar Organisasi Lembage Teknds Daerah Kabupaten Situbondo
{Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);
Peraturan Daersh Kabupaten Situbondo Nomer 13 Tabun 2048 tentang
PPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Tlagrah (Lembaran Daerah
Kabuputen Situbondo Tahun 2008 Nomor 13,

Peratyran Bupati Situbonde Nomor 56 Tabun 2008 tentang Tlmaian
Tugas dan Fungsi Badun Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuhihan
Kabupaten Situbandu.



Memctapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUFAT! SITUHBONDO NOMOR 29 TAHUN 2000
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN MODAL
KERJA PROGRAM PENYANGGA GABAH, LUMBING FANGAN,
SISTEM TUNDA JUAL, PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI
KECIL, DAN KELEMBAGAAN USAHA BAGI KELOMPOK
PANGAN DM KABUPATEN SITURONDO

Pasall

Beberapa ketentusn dalem Peraturan Bupati Situbonde Nomor 29 Tahun
2(K9 pada Pasal 6, Pasal & ayat (2), (3) dan (B}, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10
ayat (1}, ayal (2), antara ayat 2 disisipkan 1 (sata) ayat baru yakm ayat (1a},
Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 diubah schingga kessluruhan bunyi Pasal 6,
Pasal 8. Pasal 9, Pasal 14}, Pusal t1, dun Pasal 13 adalah sebagai berikut :

Pasal &
Jangka wakiu pemgelolasn dana bantuan modal kerja oleh Baden
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah selama 3 (tiga) tabun
dan pada awal bulan pada tabun ke-d {empet}, Badan Ketasharan Pangan
dan Pelaksena Penvuluhan wajib mengembalikannya pade Kas Daerah
melalui Dinas Pengelolaan Kevangan Duerah.

Pascal B

(1} Dinas Pengelolaan Kcouangan Dacrah menyalurkin Bantuan Modal
¥etin kepada Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan
dan Pclaksana Penvuluhan,

{2) Peopguns  Anggarun/Kuasa Pepgguna Anpgaran  pada  Badan
Kctahanan Pangan din Pelaksana Pepyulohan menyalurkan Bantuan
Modal Kerja kepada Penetima melalui Lembaga Perantata,

{3) Lembaga Perantara schagaimena dimaksud pada ayal (2) dapat
berupa lembaga keuangan bank yang dapat berfingsi sebaga
penyalur dana (chemneling) atsu pelaksana penggulirtan  dana
{exrcuting).

{(#} Lembaga Perantara yang berfungsi schapai penyalur  dana
{chanpeling) dalam hal lembaga tersebut hanvya menyaharkan Bentuan
Modal Kerja kepada Penerima dan idak bertangpungjawsb
menetapkan Penetrima Banwan Modal Keria,

(i) Lembaga Perentara yauny berfungsi sebapai pelaksana pengguliran
dana (execwting) dalam hal lembaga temcbul mempunyai
fanggungjawab menyeleksi dan menctapkan Pensrima DBanduan
Modal Kerja serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan
dana Banluan Modal Kerja,

(&) Penggunaan dan Fungsi Lembags Porantara sebagoimans dimaksud
pada ayat {2} dilclapkan oleh Kepumsen Bupati dengan
memperhatikan pertirmbangan yang diberikan oleh Tim Koordinasi.

(71 Dulam hal penyaluran bantuan modal kerja dilakukan oleh Lembaga
Perantira  yang berfungsi sebagal penvalur dana (channeling),
Penerima Banman Modal Kerja ditciapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Ketahanan Panpan dan Pelaksana Penyuluhan,



(8) Dalam hal penyafuran bamuan modal keda difakokan oich Lembagas
Perantara yang berfunpgsi sebagai pelaksana perguliran dana
(execrting), Tenerima DBantvan Modal Kerja ditetapkan oleh
Pimpinan [.embaga Peramtara

(%) Tim Koordinasi sehagaimana dimaksikd pada ayat {6) ditetapkan
dengan Keppusan Bupah,

(10} Kriteria Penerima Banluan Modal Kerja akan ditetapkan lebih lanjut
olch Kepala Radan Ketohanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan,

Paxal 9

{1) Dalam hal penyaluran Banwan Modal Kerja menggunakan Lembaga
Peyartars sebaganians dimaksod dadam Passl 8, Kepala Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan Lembaga Perantara
wajib melakukan perikatan,

{2) Perikatan scbagaimana dimakswd pada ayat (1) dibuat delam bentuk
Surat Perjanjian yang herisi hak dun kewajiban kedia helah pihek

Pazal 10

(1) Dalam hal penyalurar Bantuan Modal Kerja dilaksanakan secara
chanelling, Peverima Bantuan Modal Kerja dan Kepela Baden
Kewahanan Pangar dan Pelaksana Penyuluhan wajib melakukan
perikatan.

{2) Dalam hal penyaluran Banizan Modal Kerja dilaksanakan secara
executing, Penerima TNantuan Modal Kerja dan Pimpinen Lembaga
Perantara wapib melakukan perikatan denpan dikeiahui oleh Kepala
Badan Kctahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluban,

{2a) Dalam hal penyaluran Bantuap Modal Kerja dilaksanakan secara
executing, Pimpinan [embaga Perantara juga wajib melakukan
petikatan denpgan Kepala Badan Ketahanan Panganm dan Pelaksana
Penyuluhan sebelum melakukan penkatan dengan Penerima Bantuan
Modal Kerja.

(3) Perikatan schapaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat datam
bentuk Surat Perunjian <an'sisu dokurmen lamnyz, vang sckurang-
kurangnva memuat :

a. oama dan alamat Pencrima Bantuan Modal Kerja:

nama bank dan nemor rekening Penerima Bantuan Modal Kerja;

jumnlah Bantesn Mo Kerja yang diberikan;

ttij wan pengounast: Bartvan Modal Koa;

hak dan kewajiban masing-masing pihak;

tata cara pembayaran:;

ketentusn wanprestasi;

sila letang
i. jangka wakmt perikatan.

{4} %Swrat Peranjian sebapaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
dlegalisas oleh Notans dengan baya kgalisan dibchankan pada
Penerima Bantuan Modal Kcrja dimaksud.

TR omr AN T

Pasal [T

{1) Pencrima Bantuan Modal Kerja wajib melunasi pokok dan bunga
pinjaman/kredit pada  saat sebelum tanggal jamh tempo, atae
dilakukan dengan cara diangsor.



(2) Duiam ha!l Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuwiuhan
mengmmakan [emhaga Perantara, pembayaran dilekukan melalui
Lembaga Porantara dimaksud.

Pasal 13
Bagi husil keuniungan antars [embips Perantara dengan Pemwerintah
Dacrah ditentikan sehagat berikut
a. 1/3 (salu perliga) bagian merupakan hak Lembaga Perantan;
b. 2/3 (dua per bga) merupakan hak Pemerintah Dacrah, yang disctor

oleh Lembaga Perantars ke Kas Dacrah melalui Dinas Penselolaan
Keuangan Daerzh.

asal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenniahkan penpundangan
Peraturen Diupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacral: Kabupaten
Sicubonde.
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